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MOTTO

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bersabda : Akan datang pada manusia

sualu zaman yang seseorang tidak memperhalikan apakah yang diambilnva
itu barang vang halal atau haram.

Dikutip dari Himpunan Hadits Pikhan Hadists Shahih Bukhari, 1980, Al khias,
Surabava, hal. 148,
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RINGKASAN

Korporasi sebagai suatu badan hukum yang sudah diakui
keberadaannya sebagai subyek hukum di dalam hukum perdaia, di dalam
perkembangannya di Indonesia ternyala semakin banyak berhubungan juga
dengan hukum pidana. Karena semakin banyak terjadi kegiatan-kegiatan di
bidang perekonomian yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara
dalam jumiah yang besar, sehingga merugikan pula pada seluruh rakyat
Indonesia karena dapat menghambat pembangunan di negara ini, terutama
apablla korporasi tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga
fungsionalisasi hukum pidana terhadap kejahatan korporasi harus
memperhatikan kebijaksanaan sosial dan kepentingan seluruh rakyat dan
negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis dalam hal pendekatan
masalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji konsep
teoritis, peraluran perundang-undangan dan pendapal para ahli yang
berhubungan dengan masalah yang ada. Sumber data yang digunakan
adalah data sekunder dan analisa datanya menggunakan deskriptif kuaiitatif.

Menerima korporasi sebagai salah satu subyek hukum di samping
manusia di dalam hukum pidana, merupakan salah satu cara untuk
mengoplimalkan penerapan pidana terhadap korporasi. Hal ini merupakan
akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat di dalam
menjalankan aklifilas usahanya. Sefain flu juga karena adanya
penyimpangan perilaku korporasi yang Dbersifal merugikan dan
membahayakan masyarakat dalam bentuk yang berskala fuas. Dimana
memberikan kerugian kepada semua pihak.

Vil
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Sebagai subyek hukum maka ada beberapa bidang hukum yang
sudah menerima, yailu hukum pajak dan hukum administasi negara. Bahkan
di dalam konsep rancangan KUHP Baru sudah pula disiapkan untuk diakui,
serta oleh beberapa perundang-undangan di luar KUHP.

Salah satu tindak pidana yang memberikan kerugian yang sangat
besar pada banyak pihak adafah tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-
undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama, suatu korporasi
belum diakui sebagai salah satu subyek hukum di samping manusia,
sehingga sangatiah sult untuk mempidanakannya karena lidak adanya
aturan mengenai hal tersebul. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No
31. Tahun 1998 sebagai penganti Undang-undang Pemberantasan Korupsi
yang lama maka di harapkan bahwa penerapan hukum pidana dapat
dilakukan secara oplimal.

Selain Itu perlu untuk diterapkan bentuk pertanggungjawaban yang
bagaimanakah yang tepat untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana
korupsi serla mempertimbangankan beberapa konsep di luar yang telah
ditentukan oleh undang-undang korupsi yang baru.

Di dalam prakiek, penerapan pidana terhadap korporasi sebagai
pelaku lindak pidana korupsi akan lerbentur pada beberapa kendala, hal ini
sefain karena keberadaan undang-undang korupsi yang masih baru juga
disebabkan oleh beberapa hal yang lebih berkaitan dengan keadaan yang
berkembang di luar undang-undang itu sendirl, sepertl misalnya adanya
masalah politik ataupun pada pihak aparainya sendiri, di samping masaiah
lainnya.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakal
Indonesia seluruhnya yang adil, sejahlera, makmur dan terlib berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk Hu maka diperlukan
hukum yang dapat mengamankan dan mendukung fujuan pembangunan
nasional lersebut.

Mengamankan maksudnya bahwa hukum dalam penerapannya
dapat memberikan perasaan aman dan keadilan bagi setlap orang sehingga
akan melindungi sefiap kepentingan masyarakal. Mendukung fujuan
pembangunan nasional, maksudnya bahwa produk-produk hukum, dalam hal
inl undang-undang balk yang telah ada maupun yang akan dibuat, lidak
bertentangan dengan pembangunan nasional dan lidak berpihak pada pihak-
pihak terteniu untuk kepentingan mereka saja namun merupakan produk
hukum yang dapat senantiasaa mengikuti gerak laju perkembangan dan
fenomena yang ada di dalam masyarakal.

Perubahan dan ketertiban atau Kketeraturan merupakan tujuan
kembar dari masyarakal yang sedang membangun. Oleh karena Hu, jlka
perubahan hendak dilakukan dengan teratur dsn lertib, maka hukum
merupakan sarana yang lidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Pembangunan nasional lidak hanya lerbatas pada perencanaan
undang-undang saja melainkan juga dalam hal penegakan hukum terutama

pada masalah-masalah yang merugikan negara dan kepenlingan masyarakat

banyak seperti lindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korups! lidak
hanya merugikan keuangan dan perekonomian regara, lelapi juga akan
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menghambal pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang
pada saal ini sedang dalam keadaan yang memprihatinkan karena adanya
krisis monefer yang berkepanjangan. Karena adanya kebijakkan hukum atau
penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan upaya perlindungan
masyarakal dan upaya untuk mencapal KkeseJahteraan masyarakal
sefuruhnya.

Dalam proses modernisasi dan pembangunan di bidang ekonomi,
realitas menunjukkan perkembangan korporasi sebagai pelaku pembangunan
semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat.
Sehingga perlu ditinjau kembali perumusan korporasi sebagal subyek tindak
pidana yang dinyatakan sebagai pembuat, juga mengenai sanksi pidana yang
dlancamkan lerhadap korporasi yang melakukan kejahatan dalam
menjalankan akiifilas korporasi yang seringkali dimotivasi uniuk mencapai
tujuan dalam memperoleh keuntungan.

Untuk dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih dan
adil di Indonesia, maka sudah tliba waklunya untuk menghukum berbagai
tindakan, tidak hanya pada para pengusaha dan pejabal Indonesia sendiri,
{etapi juga pada korporasi. Bagaimanapun penerapan sanksi pidana {erhadap
prakiek-praklek bisnis yang lercela bukan merupakan hal yang perlu untuk
dicegah.

Hal ini mengandung makna bahwa fungsionalisasi hukum pidana
harus memperhatikan sasaran pembangunan ekonomi nasional yang hendak
dicapai. Dengan demikian, jika fungsi hukum pidana ingin dioptimalisasikan,
maka pendekatan kebijakan dan pendekatan nilal perlu dilakukan dalam
pembaharuan nasional, sehingga produk-produk hukum dapat berfungsi
sebagai sarana perlindungan sosial dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat,

Dengan digantinga Undang-undang No. 3 Tahun 1971 fentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang No. 31
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Tahun 1999 (entang Pemberantasan Tindek Pidana Korupsi yang
diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 1999 diharapkan dapat mengalasi
secara opfimal daripada tujuan diciptakannya undang-undang yang
dimaksud. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999
( selanjulnya akan penulis sebut Undang-undang Korupsi yang baru) maka
elah menjawab keragu-raguan selama ini untuk menempatkan korporasi
sebagai subyek hukum pidana yang dapal melakukan lindak pidana dan
mempertanggungjawabkannya sebagai pembuat findak pidana korupsi
disamping manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas
masalah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi tersebut
ke dalam bentuk skripsli dengan judul ‘Tinjauan Yuridis Mengenal

Perlanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Menuru
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

1.2Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas

maka dapal dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dijadikznnya korporasi sebagai
subyek hukum pidana ?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasl dalam tindak pidana
korupsi ? '

3. Kendala apa yang muncul dalam prakiek berkaltan dengan
perfanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak
pidana korupsi ?
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1.3. Tujuan Penulisan
Berdasarkan perumusan masalah di alas, maka lterdapat tiga tujuan

penulisan skripsi ini, yaitu

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dijadikannya korporasi sebagal
subyek hukum pidana.

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak
pidana korupsi.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam prakiek berkaitan
dengan pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek hukum dalam
tindak pidana korupsi.

1.4 Metode Penulisan

Dalam sualu karya #miah diperlukan metode penulisan yang
bertujuan untuk mencapal hasil yang mendekati kesempurnaan sebagal
suatu karya tulis yang bersifat iimiah, serta dapat tercusun secara sistemalik,
metodik dan memberikan hasil konkrit. Metode penulisan adalah cara-cara
yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan teknik dan pendekatan
tertentu untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan terhadap permasalah tersebut
adalah pendekalan yuridis normatlf, yaitu sualu metode pendekatan yang
menekankan pada iimu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah
kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakal, misalnya peraturan
perundang-undangan (Soemitro, 1990 ; 106),


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang dipergunakan adalah
sumber data sekunder, yaitu data-data yang berkaitan dengan permasalahan
yang dikaji guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapal
atau tulisan-tullsan para ahll atau pihak-plhak lain yang berwenang dan Juga
unfuk memperoleh informasi baik dalam benfuk-bentuk ketentuan formal
maupun data melalui naskah resmi yang ada (Soemiiro, 1990 : 107).

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, yaitu metode
pengumpulan data yang cara perolehan datanya dilakukan dengan membaca
bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang
dikaji, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagal dasar
hukum dalam menjawab permasalahan.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah deskriplif
kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai
suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tapi
didasarkan atas norma-norma dan kaldah-kaidah hukum yang berkaltan
dengan masaiah yang akan dibahas ( Soemitro, 1990: 139).
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pembangunan dan modernisasi, merupakan sualu kegialan yang
dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakal kepada perubahan
yang direncanakan atau dikehendaki sebagal salah suatu upaya unfuk
meningkatkan taraf hidup masyarakal terutama disaal krisis ekonomi yang
terjadi di Indonesia belum dapat tertanggulangi. Untuk itu maka diperlukan
hukum sebagai sarana yang dapat dijadikan sandaran kerangka untuk
membangun masyarakat dan menjaga kepentingan negara.

Melihat perkembangan di Indonesia akhir-akhir ini dimana banyak
terjadi kegiatan-kegiatan dibidang perkonomian yang meruglkan keuangan
negara dalam jumlah besar yang dilakukan oleh sejumlah korporasl, maka
pemerintah dan para penegak hukum sudah harus menjajaki kemungkinan
agar dapal menjeral para korporasi untuk memberikan pertanggung jawaban
atas kejahatannya. Karena kejahatan korporasi sefalu berkaitan erat dengan
kegiatan ekonomi alau dunia bisnis, sehingga fungsionalisasi hukum pidana
terhadap kejahalan korporasi harus memperhatikan kebijaksanaan soslal
dan tahap-tahap pembangunan nasional

Gambaran mengenal kejahatan korporasi tercermin pula dalam tullsan
Clinard dan Yeager (dalam Hatrik, 1996: 10) mengenai Corporation Crime,
yang mengatakan bahwa banyak perbuatan Hegal yang berakibat buruk yang
sengaja dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen, pekerja, dan
pesaing, bahkan terkadang milra niaga bangsa-bangsa asing Yyang
melibatkan ribuan dolar yang apabila ujumlahkan bermiliaran dolar pertahun.
Sedangkan Edelhertz (dalam Hatrik, 1996: 10) mengatakan tindakan liegal
korporasi dilakukan dengan cara-cara nonfisik dan penyembunyian alau lipu
muslihat unfuk memperoleh uang atau harfa benda dan memperoleh manfaat
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perorangan dalam dunia usaha. Dengan demikian mofivasi korporasi
melakukan berbagai bentuk pelanggaran di bidang ekonomi adalah untuk
mencapai ftujuan dan keuntungan yang menimbulkan kerugian bagi
masyarakat, negara, dan lingkungan.

Sebagal negara yang sedang berkembang, kita tidak Ingin program-
program pembangunan nasional dirintangi oleh semakin meningkatnya
kejahalan ekonomi seperli kejahatan korporasi di daiam menjalankan
peranannya, yang sering kali mendatangkan kerugian yang besar baik
berupa fisik, ekonomi maupun sosial cost terutama yang disebabkan karena
kejahatan korupsi.

Kaitannya dengan skripsi ini, maka penulis akan menyajikan beberapa
kasus di dalam kejahatan korporasi dalam tindak pidana korupsl, yaltu antara
lain :

1. Gelimang KKN di Taspen ( Panji Masyarakal, 22 Desember 1999 ; 34 ).
Meruglkan negara senifai Rp 7 4 triliun.

2. Skandal Bank Bali ( Panji Masyarakat, 29 Desember 1998 ; 34 ).
Merugikan negara senilai Rp 904 miliar.

3. Yayasan Dharmais (Tempo, 19 Desember 199 ; 64). Merugikan negara
senilai Rp 750 miliar.

4. KKN Bulog dan PT. Goro Bhatara Sakti (Forum Keadilan, 24 Oktober
1999 ; 73). Merugikan negara senilai Rp 96, 83 miliar.

Kasus di atas merupakan safah satu bukli adanya kejahatan korporasi
di Indonesia dan betapa besarnya keruglan yang dialami oleh negara,
disamping kasus-kasus kejahatan korupsi lainnya yang tidak penulis sajikan.
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2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini
menggunakan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang
dikaji, yaitu :
1. Undang-undang Republlk Indonesla No. 31 Tahun 1999 lentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya pasal 59, yaitu :
“Jika ditemtukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus, anggota
badan penggurus alau komisaris, maka pidana itu tidaklah dijatuhkan

atas anggota penggurus atau komisarls, jika terang bahwa pelanggaran
itu terjadi bukan karena salahnya.”

2.3 Landasan Teorl
2.3.1 Pengertian Pertanggung Jawaban.

Arli perbuatan pidana hanya menunjuk kapada perbuatan yang
dilarang dan diancamkannya perbuatan tersebut dengan pidana. Apakah
seseorang yang melakukan perbuatan i.u kemudian dijatuhi hukuman seperti
yang diancamkan, ini lergantung pada masalah apakah ia mempunyai
kesalahan dalam melakukan perbualan itu. Sebab dalam azas
pertanggungjawaban dalam hukum pidana lalah : Tidak dipidana jika tidak
ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisl mens sht
rea). Azas ini lidak tersebut dalam hukum yang lertufis telapi dapat
ditemukan dalam hukum yang lidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.
Untuk memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap kesalahan
sebagaimana yang disebutkan di dalam suatu peraturan, maka pihak
lersebut haruslah benar-benar menyadari lindakannya, Dimana bentuk
kesadaran ini bahwa ia mengetahui bahwa bentuk perbuatannya tersebut
mendatangkan kerugian yang besar pada pihak lain ataupun pada
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masyarakal. Jika begilu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja
dilakukan, dan celaannya lalu berupa : kenapa melakukan perbuatan yang
dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat ?.

Kecuali #tu, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan
pidana, jika dia, meskipun tak sengaja dilakukan, tapl terjadinya perbuatan
tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai lerhadap kewajiban-
kewajiban yang dalam hal tersebul, oleh masyarakat dipandang seharusnya
(sepatulnya) dijalankan olehnya. Di sini celaan tidak berupa kenapa
melakukan perbuatan padahal mengerli sifal jeleknya perbuatan seperi
dalam kesengajaan, tapl berupa kenapa lidak menjalankan kewajiban-
kewajiban yang seharusnya dilakuken olehnya dalam hal itu, sehingga
karenanya masyarakatl dirugikan. Di sinl perbuatan dimungkinkan terjadi
karena kealpaan.

Dalam Pasal 34 WNaskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992)
dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adaiah dteruskannya celaan
yang objeklif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
secara subyeklif kepada pembuat yang memenuhi syarai-syaral dalam
undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya
fu. Sedangkan syaral untuk adanya perlanggung jawaban pidana alau
dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa
kesengajaan atau kealpaan. Mengenai hal ini, Roeslan Saleh (1981:83)
mengatakan bahwa, tidaklah mungkin dapai diplkirkan lemang adanya
kesengajaan alaupun kealpaan, apalagi orang itu tidak mampu bertanggung
jawab. Begitu pula tidak dapal dipikirkan mengenal alasan pemaaf, apalagi
orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau
kealpaan.

Dalam ruang lingkup azas perlanggungjawaban pidana, Sudarto
(1977: 77) menegaskan bahwa disamping kemampuan bertanggungjawab,
kesalahan (schuld) dan melawan hukum (wederachtelij) sebagai syarat
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unluk pengenaan pidana, lalah pembahayaan masyarakal oleh pembual.
Dengan demiklan, konseps! pertanggung Jawaban pidana, dalam artl
dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaifu :

1) Adanya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan,

3) Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab; dan

4) Tidak ada alasan pemaaf.

2.3.2 Pengertian Korporasl

Secara Etlimologis, kala korporasi berasal dari bahasa Latin
Corporatio. Akhiran tio di sini menunjukkan bahwa corporasi adalah sebhuah
kala benda yang berasal dari kala kerja corporate. Corporate flu sendiri
berasal darl kata corpus, artinya badan. Dengan ‘demlkian, corporatio berarl
memberikan badan atau membadankan, maksudnya baden yang diperoleh
dengan perbuatan manusia sebagai jawab dari badan manusia yang terjadi
menurut alam ( Amrullah, 1999: 9 -10).

Berbagai lokoh dan pendukung aliran mazhab limu hukum dan fiisafat
hukum telah mengemukakan pendapal mengenai apa yang dimaksud dari
suafu korporasi atau badan hukum itu, misalnya antara lain :

1. Wirjono Prodjodikora mengemukakan pengertian suatu badan hukum
adalah badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap
dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-
kewajiban dan berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

2. J.J Dormeier mengemukakan arii dari badan hukum sebagai :

a. Persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak
selaku seorang saja.
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b. Yayasan, yailu sualu harta alau kekayaan, yang dipergunakan untuk
maksud tertentu, yayasan ltu diperiukan sebagal oknum ( All, 1999: 2.
21).

Pengertian Korporasl menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999
sepertl yang tercantum pada pasal 1 yaltu Korporas) adalah kumpulan orang
dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun
bukan badan hukum.

Di daiam Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) pengertian
Korporasi tercantum pada pazal 146, yailu Korporasi adalah Kumpulan
lerorganisasi dari orang dan atay kekayaan, balk merupakan badan hukum
ataupun bukan,

Konsepsi dari pada Korporasi pada mulanya dikembangkan pada
hukum Romawi, iebih dari seribu {ahun yang lalu; {etapi sebegitu jauh hingga
abad ke-18  tidak mengalami perkembangan. Demikian pula di Inggris,
perkembangan korporasi terjadi setelah revolusi industri pada periengahan
abad ke-18, dan kemudian menjelang abad ke -19 mulai diterbitkan peraturan
leptang lala cara mendirikan korporasi, diantaranya menggariskan bahwa
perlu adanya sertifikal secara resmi, serta mendapatkan pengesahan darl
Sekrelaris Negara, lerhadap semua korporasi yang baru didirikan. Selain dari
pada itu seliap korporasi waijib memperhatikan berbagai aspek seiia
menuangkannya di dalam akie pendiriannya yang akan. dimohonkan
serlifikasi Kepada pemerintah (Kerajaan) dengan mentik beratkan pada -
Aspek tanggung jawab (iiability).

Aspek pengawasan (controling).

Aspek kelangsungan korporasi (conlinuity).
Aspek kedudukan hukum (legal capacity).
Aspek permodalan (caphal),

e ae T

Aspek perpajakan (taxation).
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Dengan berbagai aspek flesebtﬂ diharapkan dapal memperkekoh
eksistensi daripada korporasi, dengan telap memperhatikan kepeniingan
korporasi yang bermuara pada profit oriented dengan kepenlingan negarsa,
dalam hubungannya dengan kewajiban yang temasuk dalam tuang lingkup
hukum fiskal, serta tanggung jawab sosial (soclal responsibilty).

Terlihat bahwa hukum membarikan kemungkinan, dengan memenuhi
syaral-syaral lerienlu, bahwa sualu perkumpulan atau korporasi {badan
hukum) dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suaiu
subyesk hukum dan karenanya dapal menjalankan hak-hak seperti orang
biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung gugatkan,

2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian masyarakat umum terhadap kata korupsi adalah yang
berkenaan dengan keuangan negara yang dimillki secara tidak sah (haram).
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Deparleman
Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan bahwa korupsi adalah penyelewengan
alau penggelapan uang negara atauy perusahaan dan sebagainya unfuk
kepenlingan pribadi atau orang lain atau sekelompok orang.

Soepardi (1990: 21) mengenai tindak pidana korupsi berpendapat
bahwa :

Tindak pidana korups) pada umumnya memual akiivilas yang
merupakan manifesiasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas
mempergunakan kekuasaan alau pengaruh yang malekal
pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang
dimiliki seseorang di dalam jabatan umum yang secara lidak
patul atau menguntungkan diri gendiri maupun orang yang
menyuap sehingga dikwalifiseer sebagal tindak pidana korupsi
dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan
hukum pidananya dan acara pidananya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

13

Pengertian korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999, secara garis
besar, yang jika disimpulkan terdiri dari perbualan seseorang secara
melawan hukum dengan fujuan memperkaya seseorang atau korporasi yang
merugikan keuangan Negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak
efeklif, efislen, bersih, dan berwlbawa. Dengan demiklan dapatlah dipaham|
bahwa tujuan dari Undang-undang Pemberantasan Korupsi adalah untuk
mencegah kerugian pada keuangan negara serta sebagai upaya untuk
menciptakan pemerintahan yang lebih efekiif, efisien, bersih, dan berwibawa
agar dapat menuju ke hidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih baik.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana Kkorupsi
diatur oleh pasal 2 dan 3 dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yang
berbunyi
Pasal 2 ayal (1) - Seliap orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendii atau orang lain
yang sualu Kkorporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp 200.000.000,00 (dua ratus jufa rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 {satu miliar rupiah).

Pasal 2 ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud dalam ayal (1) ditakukan dalam keadaan
lertentu, pidana mati dapatl dijatuhkan.

Pasal 3 : Sefiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atlau sualu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan, atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugian keuangan negara
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atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumu. hidup atau pldana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000
(lma puluh juta ruplah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu mitiar rupiah).
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BAB i
PEMBAASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Dijadlkannya Korporas! sebagal Subyek Hukum

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Lazimnya dalam
hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan Istilah subyek hukum. Telapi
manusia bukaniah satu-salunya subyek hukum, karena masih ada subysk
hukum lainnya yaitu segala sesualu yang menurul hukum dapat mempunyai
hak dan kewajiban, termasuk ini apa yang dinamakan korporasi {sadan
hukum).

Kitab Undang-undang Pidana kita yang beslaku pada saat Inl beliw
mengakui adanya suatu korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat
memberikan perlanggungjawabannya, hal ini berdasarkan alasan-alasan
sebagai berikut :

1. Perumusan pembuatl pidana, mengharuskan adanya beberapa fakior
pribadi yang melekat pada diri pembuat.

oF)

. Sistem pidana yang dianut hingga saat ini, khususiiya mengenai pidana
hilangnya kemerdekaan hanya dapat dijatuhkan kepada manusia saja.
3. Tidak ada prosedur khusus dalam hukum acara pidana uniuk korporasi
sebagal subyek hukum pidana (Koeswadji, 1994: 87).

Namun perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subysk
lindak pidana, sebenarnya merupakan akibal dari perubahan-perubahan
yang terjadl dalam masyarakal di dalam menjalankan akiftas usahanya.
Pada masyarakal yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan
secara perorangan saja. Namun, dalam perkembangan selanjulnya, dimana
masyarakal lidak lagi sederhana (semakin berkembang), maka akan timbu!
kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam

15
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menjalankan kegiatan usahanya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan
untuk mengadakan kerJa sama antara lain adalah agar dapat menghimpun
modai yang lebih banyak, dan dengan tergabungnya beberapa kelerampitan
dalam suatu usaha akan lebih baik dibanding menjalankan suatu usaha
sendirl, dan demikian pula atas periimbangan agar dapal membag resiko
Kerugian bersama.

Pada perkembangannya lebih janjut dapal dipahami berdasarikan
kenyaiaan yang lerjadi pada saat ini, bahwa suaiu usaha tidak hanya
lerbatas pada beberapa orang saja. Hal ini dapat dibukiikan dengan aganya
Korporasi (misalnya Perserooan Terbatas) yang menawarkan saham pada
masyarakal sehingga jumlah suatu kerja sama dapat mencapai ratusan
bahkan ribuan orang.

Berdasarkan gambaran lersebul di aias, dapal dipahami bahwa {elah
terjadi proses modernisasi yang sedang berlangsung di negara Ini, terutama
di bidang ekonomi dan perdagangan felah terjadi perubahan dari masyarakat
yang agraris ke masyarakat industri dan perdagangan. Perubahan dem iKian,
lidak hanya perubahan mengenai moda) usaha yang dijalankan secaju
perorangan menjadi usaha bersama, {elapi juga perubahan orientasi, nilal
nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaky Mmasyarakal dalam menjaiankan
kegiatan usaha.

Sisl lain yang menjadi pusal perhatian sebagai bahan perlimbangan
pengakuan Kkorporas) sebagal subyek hukum karena selring dengan
perkembangan dan perubahan di bidang kegiatan sosial ekonomi itu, adalah
adanya penyimpangan perilaky kerporasi yang bLersifal merugikan dan
membahayakan masyarakat dalam bentuk yang berskala juas Di mana tidak
lagi hanya merugikan orang Perssorangan seperli dalam bidang hukum

perdata, tetapi sudah meluas kepada kesejaheraan masyarakal banyak
bahkan kepada negara. Dengan difadikannya korporasl sebagai subyak
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hukum pidana maka sanksi-sanksi pidana juga akan dapat diterapkan
kepadanya secara optimal.

Perlimbangan fain diterimanya korporasi sebagai subyek hukum
adalah agar dapal memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap
adanya Informasi bisnis bohong dengan tujuan umuk meraih pelanggan
sebanyak-banyaknya yang dilakukan misalnya melaiui ikian, mulai dayi
bidang pasar modal, perbankan, {tender, perpajakan sampai oknum
pemerimah.

Dalam lingkup pembicaraan mengenai perkembangan konsep
korporasi sebagai subyek tindak Pidana, limbulnya konsep badan hukum
bermula sekedar konsep dalam hukum perdata sebagal kebutuhan untuk
menjalankan kegialan usaha yang diharapkan lebih berhasil. Korporasi
(Badan Hukum) merupakan suaiu ciplaan hukum, yakni pemberian siatus
sebagal subyek hukum kepada suatu badan hukum, disamping subvek
hukum yang berwujud manusia alamiah (I. S. Soesanto, 1990: 3). Cengan
demikian, badan hukum dianggap menjalankan alau melakukan suaty
tindakan hukum.

Selain lelah diakuinya Korporasi sebagai subyek hukum di dalam
hukum perdata, juga telah diakui oleh bidang hukum di luar bidang hukum
perdata, misalnya hukum pajak dan hukum administrasi negara ssiia di
dalam hukum pidana (Hatrik, 1996- 24).

Pengakuan  hukum pajak terhadap korporasl tercanmtum dalaii
undang-undang lentang kelentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
( Undang-undang Nomor 6 tahun 1983). Pada pasal 1 butir (a) menyebutkan
bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut kelenfuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditertukan unfuk melakukan
kewajiban perpajakan,

Korporasi diakui dalam hukum administasi negara, tampak dalam
pemberian izin usaha, yang dalam beberapa hal mensyaratkan bahwa izin
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usaha hanya dapal diberikan jika pemohon izin mengambil benfuk badan
hukum atau Perseroan Terbatas. Ketentuan demikian, tidak hanya berlaku di
indonesia, tetapi berlaku universal di berbagai negara. Sedangkan, kefenfusn
yang mensyaratkan bentuk badan hukum didasarkan atas berbagai
pertimbangan, yang paling dominan lalah atas dasar alasan agar lebin
mudah menunjuk siapa penanggung jawabnya dan atau terjaminnya
kontinuitasnya ( Prasetya, 1989: 7).

Di dalam hukum pidana walaupun KUHP kita masih menganul bahwa
pembual delik hanya ada satu, yaitu manusia. Sehingga pasal 59 KUHP vang
lerdapal di dalamnya belum mengakui bahwa korporasi juga dapat dimintai
pertanggung jawaban, di mana di sana disebutkan bahwa anggota hadan
penggurus tidak beranggung jawab alas pelanggaran yang difskukan bukan
karena salahnya. Di sini erlihal bahwa badan hukum (korporasi) belumiah
diakul keberadaannya, sehingga bila lerjadi kejahatan korporas! maka iidak
dapat dimintal pertanggung jawabannya

Walaupun demikian beberapa peraturan perundang-undangan pidana
di Juar KUHP telah mengakui bahwa tindak pidana lidak hanya dapai
diiakukan oleh manusia alamiah, felapi juga oleh korporasi. Perafluran
perundangan-undangan di luar KUHP yang mengakui perlanggungjawabpan
pidana korporasi adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 lentang Tindak Pidana Ekonomi
tercantum di dalam pasal 15.

2. Undang-undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan
Kegiatan Subversi, yang tercantum di dalam pasal 17.

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1978 tentang Narkotika, yang tercanium
di dalam pasal 49.

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 temang Ketemuan-kelemuas
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercantum di dalam pasal 5
ayal (1) jo pasal 22.
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5. Undang-undang Nemor 31 Tahun 1999 ferdaing Pemberamtasan Tindak
pidana Korupsi, yang tercantum di datam pasal 1 ayat (1) dan (3).

Dapat diterimanya korporasi sebagai subyek hukum pidana di
Indenesia seperti tersebut di atas juga sudah tercantum di datam Rancangan
KUHP Baru, yakni dalam pasal 45 dan pasal 46, dengan bunyi :

Pasal 45

Korporasi merupakan subyek lindak pidana

Pasal 48

Jika suatu tindak pidana ditakukan oleh alau untuk suatu korporasi, maka

penumutan dapal dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi iu

sendirl, alau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Selanjutnya pertimbangan lainnya dijadikannya korporasi sebagai
subyek hukum sebagaimana yang dimual di dalam Himpunan Laporan Hasil
Pengkajian Bidang Hukum Pidana, yakni sebagai berikut:

1. Dalam deltk ekonomi bukan musiahil denda yang dijatuhkan kepada
pengurus lebih kecil dibanding kauMungankeurﬂungan yang dilerima
korporasi dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum; atau
kerugian yang ditimbuikan dalam masyarakal, atau yang diderita saingan-
saingannya, keuntungan dan kerugian-kerugian ilu adalah lebih besar
dibandingkan dengan denda yang dijaluhkan sebagai hukuman.

2. Pemidanaan pengurus, fidak dapal memberikan jaminan yang ciukup
bahwa korporasi lidak akan melakukan kemball suatu perbuatan yang
ditarang oleh undang-undang.( Halrik, 1896: 35).

Pengakuan korporasi sebagal subyek hukum sesuaj dengan feori
orgaan yang dikemukakan oleh Oito von Gierke yang secara garis besar
menyatakan bahwa suatu korporasi bukantah suatu hal yang abslrak, letap:

benar-benar ada, Korporasl bykaplah Sualu kekayaan (hak) yang iiiak
bersubjek, tetapi merupakan organisme yang riil, yang hidup dan bekerja
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seperti manusia biasa, sehingga fungsi dari sua! korporasi dipersamakan
dengan fungsi dari manusia (All, 1999: 33).

Di samping fu, perkembangan pengakuan perfanggungjawaban
korporasi sebagai subyek hukum pidana seperli yang diatur dalam beberapa
peraturan perundang-undangan dj luar KUHP, teritama terletak pada lWuaiy
dan fungsi hukum dan hukum sebagai sarana perlindungan sosial dalam
rangka mencapai tujuan uiama, yakni kesejahieraan masyarakat.

3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Korporasl dalam Tindak Pldana
Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan delik ekonomi yang leian
mengalami perkembangan yang pesat, baik yang terkai dengan pengeriian

“perbuatan pidana” itu sendiri maupun mengenai pengertian ‘barang” sebagai

objek delik tersebut, serta pelaku dellk yang tidak hanya terdirl darl manusia

dalam arli sebagai naturiijk persoon tetapi juga subjek hukum pidana berupa
badan hukum (korporasi) dalam artinya sebagai rechispersoon.

Untuk dapal diberlakukannya ketentuan hukum pidana maka harue
memenuhi dua hal, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang afau
korporasi dan yang melanggar kelentuan peraturan hukum pidana,
sehingga memenuhi rumusan delik sebagaimana tersebut dalam KuUrHr
sebagai kelentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana
khusus diluar KUHP.

2. Bahwa pelanggar tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatannya,
sehingga oleh karenanya ia dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang lelah
ditenukan oleh KUHP (2tau oleh peraturan hukum pidana khusus dj luai
KUHP), hal mana dapat berupa baik kesalahan maupun kealpaan yang

letaknya dalam alam balin (Koeswadji, 1994: 93).
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Dari kedua unsur yang diperiukan agar dapal menerapkan hukum
pidana seperti yang disebutkan di alas, lelas nampak bahwa dalam nukum
pidana lidak cukup bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketenfuasn
peraturan hukum secara formal saja, melainkan masih harus dibuktikan
apakah orang atau korporasi (badan hukum) tersebut memang mempunyaj
niat (kesengajaan) unfuk melanggar kelentuan hukum tersebut, ataukah
karena kealpaan (lidak sengaja karena tidak tahu).

Berhubung dengan itu pula, maka dalam hukum pidana yang dicari
ialah kebenaran material. Bahkan bila perlu prosedur dalam mencan
kebenaran material Hupun telah ditentukan oleh peratwran hukum yang
mewajibkan dipergunakannya beberapa alat bukil yang sudah ditenfukan
oleh undang-undang.

Adapun mengenai tanggung jawab korporasi (badan hukum) sebagai
subyek hukum, dari kepustakaan diperoleh keterangan bahwa sejak abad ke-
19 di Belanda telah menganul tiga sistem pertanggung Jawaban korporas!
dari segi pidana, yaitu :

1. Membedakan “lugas pengurus” kepada pengurus,

2. Mengakui Kkorporasi sebagal pembuat, aken letapi pengurus yang
bertanggung jawab.

3. Korporasi dapat menjadi pembuat dan bertanggung jawab.

Menurut sistem yang perlama, adalah apa yang sebenarnva
merupakan dasar bagl pasal 59 KUHP, yang mengandung arnl bafiwa
penguius yang fidak memenuhi hawajiban-kewajiban yang sebenariya
merupakan kewajiban korporasi, dapél dinyatakan bertanggung jawab.

Berdasarkan pasal 59 KUHP di afas maka akan menimbuikan
kesulitan apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana vang
menimbulkan kewajiban bag) seorang pemik alau seorang pengusaha, Yaitu
dalam hal pemilik atau pengusahanya adalah sehuah korporasi, sedangkan
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tidak ada pengaturan yang mengatur mengenal pengurus yang bertanggung
jawab.

Maka hal ini dapat diatasi dengan sistem kedua yang menyalakan
bahwa suatu Kkorporasi dapat menjadi pembuat defik, tetapi yang
bertanggung Jawab adalah para anggola pengurusnya, asal saja dengan
tegas dinyatakan demikian dalam peraturannya,

Sistem keliga membuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan
meminia perianggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasannya antars
lain ialah karena dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, maka keuntungan
yang diperoleh korporasl alau keruglan yang dideriia masyarakal dapai
berakibat sedemikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang
bilamana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. DI samping itu
iuga diajukan alasan, balwa hanya dengan mempidana para pengurus, tidak
atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangl deiik
tersebut. Dengan mempidana korporasi {ersebut d'harapkan dapat memaksa
korporasi untuk mentaati peraturan.

Di samping itu mengingat mas lah pemidanaan korporasi dan tinduk
pidananya termasuk dalam bidang hukum perekonomian, maka untuk
mengefeklifkan penanggulangan kejahatan ekonomi, periy digunakan pidana
penjara (imprisonment), denda yang linggi (increased fine), serla findakan-
tindakan yang bersifat keperdataan dan administratlf (¢l and administrative
measwes). Sehingga sanks) yang diterapkan akan berupa tindakan yartig
sesuai dengan sifal hukum perekonomian sebagai hukum yang mengalur
ketertiban masyarakat.

Namun penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan,
lerutama kejahatan korporasi, bukanlah sarana yang bersifat absoluag
sehingga sanksi pidana harus dipergunakan sebagal sarana pamungkas.
Artinya, sarana-sarana nonhukum pidana harus lebih ditamakan dalam

penanggulangan kejahatan tersebut Apabila cara-cara nonpenal lejap
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ditakukan secara maksimai yang lernyala lidak dapat mengatasi
permasalahan yang dihadapi, maka hukum pidana sebagai ultimaium
remedium perlu diterapkan. Demikian pula halnya dalam upaya
penanggulangan tindak pidana korporasi, lindakan preventif justru harus lebin
diutamakan.

Dalam tindak pidana korupsi, kedudukan Korporasi sebagai subjek
hukum pidana telah diakui di dalam Undang-undang Korupsi yang terbaru,
yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang mana dicantumkan di dalam pasal 1 ayat (1) dan ayal
(3), yang berbunyi ;

Pasal 1 ayat (1)
Korporasi adalah kumpulan orang dan alau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Ayal (3)
Setlap orang adalah orang perseorangan alau termasuk korporasi.

Walaupun pasal ini hanya menerangkan pengerlian dari kerporasi dan
setiap orang, namun ini menunjukan pengakuan Undang-undang Korupsi
baru ini kepada korporasi sebagai s1 Ju subjek hukum yang dapat dimintal
perlanggungjawabannya, karena sepér!i yang lercantum pada pasal 2-nva
yang berbunyi :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya dirl sendirl atau orang lain yang sualu korporas! yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup alau pidana penjara paling singkat 4 (empai)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) fahun dan denda paling sedikii Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000,000.000,00 (satu miliar rupiah),

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayal (1)

~N

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mali dapat dijaluhkan.
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Pada penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa pengertian melawan
hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arll formil maupun
dalam arfi materiil, yakni meskipun perbuatan tersebul tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap
tercela karena lldak sesual dengan rasa keadian atau norma-norma
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbualan lersebut dapat
dipidana. Dalam ketentuan ini, kala “"dapal” sebelum frasa "merugikan
kevangan negara atau perekonomian negara® menunjukan bahwa tindak
pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya lindak pidana korupsi
cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskai;
bukan dengan timbulnya akibat.

Di dalam penjelasan tersebu, meskipun mengunakan asas kesalahan.
namun dalam semakin berkembangnya peranan Kkorporasi juga semakin
berkembangnya kejahatan korporasi maka asas kesalahan tidak beriaku
murnl tetapl perlu pula dianut  konsep pertanggungjawaban Strick Liabliy
dan Vicarious Liability. Strict fiability adalah pertanggungjawaban 1appa
kesalahan, ini berarti bahwa sipembuat sudah dapal dipidana, jika ia ieiai
melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang
lanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

L.B Curzoin dalam buku Criminal Law ( dalam Hatrik, 1996: 13},
mengalakan, bahwa slrick liablity dapat dianut dalam hukum pidana
didasarkan pada tiga premis sebagal berikut:

1. Adalah sangat esensial unluk menjamin dipaluhinya peraturan penting
tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakal.

2. Pembukiian adanya unsur mens rea akan menjadi lebih suiit dalam
pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

¥. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang
ditakukan.
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Penerimaan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang
disebut strick Nabilty dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, bukan
alas dasar kesalahan subyekiif. Strick liabilty merupakan refleksi
kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepantingan sosial mengingat
tingginya tingkal bahaya atau keruglan yang ditimbukan oleh tindak pldaia
korporasi di segala bidang terutama di bidang pidana korupsi. Terlebih iagi
jka dihubungkan dengan arah pembangunan ekonomi Indonesia menuju
masyarakal industri dan perdagangan, maka dalam rangka fungsionalisasi
hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi yang melakukan lindak
pidana korupsl, perlu dierapkan konsepsi sirick fiabilty yang iidak
mensyaratkan adanya mens rea.

Vicarius liability adalah pertanggungjawaban penggani, artinya bahwa
orang juga berlanggung jawab alas perbuaian orang lain dalam hakha!
tertentu. Dalam penjelasan pasal 35 Konsep KUHP Baru, diterangkan banwa
tanggung Jawab seseorang dalam hakhal tertentu dipandang patut diperkuat
sampai kepada lindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan untuknya
atau dalam batas-batas perintahnya. Dalam hal ini majikan sama sekaji iigak
melakukan perbuatan, melainkan bawahannya. Dalam kerangka tanggung
jawab pidana, maka dipandang ada kesalahan pada majikan dalam haj
perbuatan vang dilakukan oleh bawahannya iu.

Berkenaan dengan konsep vicarius liabllity maka pada umumnya
seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendirl, tetapi menurui
konsep maka orang yang berlanggung jawab atas perbuatan orang lain
dalam hal aturan undang-undang yang menetapkan siapa-siapakah yang
dipandang bertanggung jawab sebagai pembuat.

Berdasarkan kedua konsep tersebut maka dalam pertanggungjawaban
korporasi sebagai pembual pidana terulama pidana korups), perlu uniuk
diterima bahkan dirumuskan dalam perundang-undangan pidana balk di
dalam KUHP baru maupun perundang-undangan khusus di luar KUHF.
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baik kepada individu, masyarakat, maupun pemeriniah.

3.3 Kendala-Kendala Yang Muncul Dalam Praktek Berkaltan Dengan
Pertanggung Jawaban Korporasi Sebagal Subjek Hukum Dalam
Tindak Pldana Korupsl.

Penerapan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana
Korupsi dalam prakiek di lapangan, seringkali mendapatkan kendala yang
mengakibatkan tidak dapal diterapkannya hukum pidapa secara oplimal
kepadanya.

Kendala itu misalnya mengenai pembuktian di dalam persidangan, di
mana mengenai adanya kesalahan/kealpaan adalah merupakan hal yang
lidak mudah. Hal inl dapat dimengerti karena letak kesalahan/keaipaan
berada di dalam alam batin, dan karenanya untuk mencarl kebenaran tentang
ada lidaknya unsur kesalahan/kealpaan itu diperiksa semua hal ikhwal yana
berhubungan dengan perisliwa, baik yang mendahului, pada saal terjadinya
kejadian, maupun sesudah lerjadinya  kejadian. Hatrik (1996:112)
mengalakan bahwa:

Dalam pembukiian ada tidaknya kesalahan/kealpaan, maka periu
diterapkannya konsep strick liabiity yaitu pertanggungjawaban
tanpa kesalahan. Hal ini merupakan pengecualian dari azas
tindak pidana yattu tidak dapat dipidane tanp'a adanya kesalahan,
Keadaan ini terjadi berkaitan dengan perkembangan dan
kemajuan ilmu pengetahuan sebagal sualu realitas semakin
berkembangnya peranan korporasi dalam segala bidang, baik
bidang perekonomian maupun bidang hukum, sehingga
menyebabkan tidak beriakunya azas fidak dapat dipidana tanpa
adanye kesalahan secara murni .

Di dalam Undang-undang korupsi yang baru, diberikan kesempalan
kepada terdakwa untuk memberikan pembuktian ferbalik untuk membuklikan
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bahwa ia fidak bersalah. Hal ini tercanium di dalam pasai 37 ayal (1) yang
berbunyi:

“ Terdakwa mempunyai hak untuk membukiikan bahwa ia tidak melakukan
lindak pidana korupsi ”

Hal ini merupakan suaty penyimpangan darl ketentuan Kitab Undaiig-
undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib
membukiikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurui
ketentuan ini terdakwa dapal membu stikan bahwa ia tidak melakukan findak
pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut berart; 1a
tidak terbukti melakukan korups), sebab penuntul umum masih fetap
berkewajiban unluk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal Ini
merupakan pembuklian terbalik yang terbalas, karena jaksa masih wajio
membukiikan dakwaannya.

Selain mengenal pembuktian tentang kesalahan, dalam hai inj
kesengajaan/kealpaan, Juga terfadi kesulitan lentang pembukiian adanya
unsur merugikan keuangan negara. Baik pada undang-undang korupsi yang
baru ini walaupun Pada undang-undang yang lama lidak disebutkan tentany
batasan merugikan keuangan negara. Sehingga tidak ada ukuran tertentu
sampai jumlah berapakah batasan agar sualu tindak pidana korupsi dapai
dikatakan merugikan keuangan negara.

Kendala lainnya yang juga berpengaruh terhadap penerapan pidana
secara oplimal kepada korporasi adalah adanya perbedaan pandangan ij
dalam mengevaluasi dan memberikan tindak fanjul terhadap hasil
pemeriksaan. Hal ini lerjadi karena para aparal yang mengartikan
pengevaluasian hasil pemeriksaan tersebu secara sendiri-sendiri. Aparat
pengawasan fungsional pada umumnya lebih menekankan kepada aspek-
aspek managerial dan keperdataan, sedangkan aparal penegak hukuin
iebih menekankan kepada aspek-aspek pidana. Sebenarnya agar hukum
dapat diterapkan maka diperiukan adanya kerjasama di antara kedua beiai
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pihak lersebut, baik pihak aparat fungsional Maupun pihek aparat penegak
hukum. Karena akibat yang ditimbuxan dari peristiwa korupsi tidak hanya
merugikan salah satu pihak, atau kedua-duanya namun merugkan semus
pihak yang akan berpengaruh lebih lanjut pada pembangunan nasional.

Hal lainnya yang Jluga menjadl kendala adalah shuasl sosial poliiik
pada saal ini yang kurang menguniungkan bagi aparat penegak hukum.
Kendala ini menjadi penyebab nomor safu akan tertundanya penyelfidikan
kasus korupsi apabila suaty korporasi mempunyai susunan pengurus yang
merupakan orang yang berpengaruh di dalam percaturan politik suatuy negara
ataupun para koleganya. Hal ini terjadl terutama dj negara kita Indonesia,
karena adanya faklor sungkan ataupun takut karena walaupun mereka sudah
tidak berkuasa tetapi dampak dari kekuasaan yang pernah dimiliki masin
akan dapal dirasakan. Uniuk dapat mengatasi hzl ini maka harus dilakukan
secara cermal, jangan sampal karena pemeriksaan ini malah semakin
menambah korban yang bukan hanya korban hata benda saja, tetapi juga
berakibal korban fwa. Sehingga benar-benar diperlukan para penegak
hukum dari segala instansj untuk saling mendukung dan benar-benar berjiwa
besar sehingga dapal mengatasi cobaan-cobaan yang mungkin akan terjadi.

Walaupun banyak kendala-kendala yang akan dihadapi para penegai
hukum dan masyarakat dalam prakiek pertanggungjawaban korporasi
sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi, namun hal lersebut tidak akan
menjadi penghalang untuk dapat menerapkan hukum pidana secara optimaj.
Karena bagaimanapun juga kelangsungan hidup masyarakat dan negera
akan menjadi taruhannya. Dengan menciplakan negara yang bersih dari
tindak pidana korupsi maka dapat diharapkan bahwa kelancaran
pembangunan di negara Indonesia yang tercinta ini dapat dilaksanakan

sesual dengan yang kila harapkan yaity negara yang adil, makmur, dan
sejahtera.
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BAB iV
KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Darl uraian tersebut di atas, maka penufis dapat menarik kesimpulan

antara lain ;

1.

Diterimanya Korporasi sebagai salah satu subyek hukum di samping
manusia adalah karena adanya perubahan-perubahan yang ierjadi dalem
masyarakal di dalam menjalankan aktifitas usahanya. Dimana semakin
disadari bahwa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat seils
semakin banyaknya penyimpangan perilaku korporasi yang bersifa!
merugikan dan membahayakan masyarakat dalam bentuk yang berskala
luas.

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 teptang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, maka benluk perlanggungjawaban korporasi dalam
lindak pidana korupsi adalah delk formil, yaity adanya lindak pidana
korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah
dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Perkembangan korporaai
juga mengakibatkan tidak berlakunya asas tiada dipidana tanps
kesalahan secara murni, telapi perlu pula memperliimbangkan uniuk
menganut kongep asas pertanggung jawaban atrick liablity dan vicarious
liabilty yang tidak mengisyratkan adanya mens rea.

Di dalam praklek, terdapal kendala-kendala umuk dapal menerapkan
pidana korupsl secara oplimal kepada korporasi sebagal salah saiii
subyek hukum pidana. Hal ini disebabkan antara lain oleh -

a. Adanya masalah pembuklian dipersidangan.

29
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b. Adaitya perbedaan pandangan di dalam mengevaluasi dan
memberikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.

¢. Situasi poiitik pada saat ini yang kuwrang menguntungkan bagi apara!
penegak hukum.

4.2 Saran

1. Dengan diterimanya korporasi sebagai salah satu subyek hukum pidana
di samping manusia, walaupun belum diatur di dalam KUHP kita. Namun
keberadaan korporasi tidak dapal dipungkiri sehingga aparat penegax
hukum harus jell untuk menentukan siapa dan kapan korporasi dapat
bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana terutama tindak pidana
yang merugikan banyak pihak, sehingga dapal memberikan manfaat bagi
masyarakai dan negara.

2. Penerimaan terhadap konsep Strick Habllity dan Vicarious liabllity sebagai
penyimpangan atas asas t/ada dipidana tanpa kesalahan terhadap
korporasi lerulama dalam tindak pidana korupsi haruslah segera
direalisasikan secara sah dengan memualnya di dalam peraluran-
peraluran hukum di indonesia agar dapal menerapkan pidana secars
oplimal kepada korporasi yang telah memberikan banyak kerugian dalam
perekenomian negara.

3. Walaupun di dalam praktek akan timbul beberapa kendala yang dapat
menunda pelaksanaan hukum pidana secara optimal, namun pertangguny
jawaban korporasi yang melakukan suatu tindak pidana korupsi ataupun
tindak pidana lainnya, haruslah letap dilaksanakan dengan saling
mengadakan kerjasama baik antar instansi ataupun antar masyarakat dan
pemerintah sehingga dapat mengatasi masalah-masgalah yang akan
muncul.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAUMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mcnimbang : . bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perckonomian negara
dan menghambat pembangunan nasional, schingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmuyr berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b.  bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi sclaraa ini sclain merugikan keuangan negara
atau perckonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan
nasional yang mcnuntut clisicnsi tinggi;

c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang; Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sudah tidak scsuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakal, karcna itu
perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru
schingga diharapkan lebih efekif dalam mencegah don memberantas tindak pidana korupsi;

d. bahwa berdasarkan perlimbangan schagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan ¢ perl-
dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

ngingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
. 2. Kelctapan Majclis Permusyawaratan Rakyat Republil; Indonesia Nomor XI/MPR/1998 (cnlang
Penyclenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
Dengan persctujuan

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

clapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPS].

t
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BADB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kckayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum,

Pegawai. Negeri adalah meliputi :

& pegawai negeri scbagaimana dimaksud dalam Undang-undang (cntang Kepegawaian;

b.  pegawai ncgeri scbagaimana dimaksud dalam  Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

€. orang yang mencrima gaji atau upah dari kevangan negara atau dacrah;

d.  orang yang mencrima gaji atau upah dari suaty korporasi yang mencrima bantuan dar keuangan negara
alau dacraly;

€. orang yang mencrima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari
ncgara atau masyarakat,

Sctiap orang adalah orang perscorangan atau (crmasuk korporasi.

BAB 11
TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

Scliap_orang yang sccara mclawan hukum mclakukan perbuatan memperkaya diei sendiri atau orang lain yang
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perckonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara scumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahua dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling scdikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana korupsi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu.
pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan lujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-
akan kewcnangan, kesempatan, alau sarana yang ada padanya karcna jabatan atau kedudukan atau sarana yang
padanya karcna jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perckonomian negara,
dana dengan pidana penjara scumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
dua puluh) tahun dan atau denda paling scdikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
0.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kcrdgian. kcuangan negara atau perckonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku
ak pidana scbagaimana  dimaksud dalam Pasai 2 dun Pasal 3, ‘

¢

]
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Piasal §

Sctiap orang yang melakukan tindak pl(l'un schagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling laraa 5 (lima) tahun atau

| denda paling scdikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Sctiap orang yang mclakukan tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
lahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (scratus lima puluh juta rupiah) dan p.llmg banyak Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Scliap orang yang mclakukan tindak pidana sclmgann.um dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, dipidona dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
(lujuh) tahun dan atau denda paling scdikit Rp 100.000.000,00 (scratus juta rupial) dan paling banyak Rp
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Scliap orang yang melakukan tindak pidana scbagaimana  dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang,
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (liga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (scratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Yasal 9

Sctiap orang yang mclakukan tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undas.
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) taho
dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus

lima puluh juta rupiah).
rf

Pasal 10

Sctiap orang yang mclakukan tindak p:d.ma scbagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan ]ml:ng lama 7 (tujuh) tahun

dan denda paling scdikit Rp 100.000.000,00 (scratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus
| lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Sctiap orang yang meclakukan (tindak plLI.md scbagaimara  dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima pulul juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (cdua
ratus lima puluh juta rupiah).

1

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN - 3



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pasal 12

Sctiap orany, yang mclakukan tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423,
Wl’asal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara  scumur hidup
lau pidana penjara paling singkat 4 (cmpat) tahun dan paling lama 20 (dva puluh) tahun dan atau denda paling
edikit Rp 200 10.000,00 (dua ratus. juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13
Scliap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai ncgeri dengan mengingal kckuasaan atau
rewenang yang melckat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melckat
mda jabatan atau kedudukan tersebut,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (liga) dan  atau denda
mling banyak Rp 150.000.000,00 (scratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Scliap orang yang mclanggar kelentuan Undang-undang yang sccara legas menyatakan bahwa pelanggaran
rhadap ketentuan Undang- undang terschut scbagai tindak pidana korupei berlaku ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang ini,

Yasal 15

Scliap orang yang mclakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

borupsi, dipidana dengan pidana  yang sama scbagaimana din ksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan
Pasal 14,

Pasal 16
Sctiap orang di luar wilayah ncgara Republik Indoncsia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau
ieterangan untuk  terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama scbagai palaku tindak
pidana korupsi. scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14,

Pasal 17

 Sclain dapat dijatuhi pidana‘scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14,
kerdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18,

Pasal 18

() Sclain pidana tambahan scbagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana, scbagai pidana
tambahan adalah :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujad atau barang tidak bergerak yang
digunakan untuk atau yang dipcrolch dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana
‘di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang
terscbut;

Db pembayaran uang pengganti yang jumiahnya scbanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolch
dari tindak pidana korupsi.
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ﬂ(‘/’) Pidana pokok yang dapat dijatulkan terhiadap-korporasi: hanya pidagaenda, | Hehgan! ketentuan maksimum
; pidana ditambah 1/3 (satn' per' tiga): )

BAB 111
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN
DENGAN TINDAK PIDANA KORUPST

Tasal 21

Scliap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan sccara langsung atau tidak langsung

{ penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tarsangka atau terdakwa alaupun  para

saksi- dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singhat 3 (liga) tahun dan paling lama 12

(dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (scratus lima pulult juta rupiah) dan paling
banyak Rp 600.000.000,00 (cnam ratus juta rupiah),

Yasal 22 ¢

Scliap orang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja

lidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat

J (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (scratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (cnam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap kelentuan scbagaimana  dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231,

Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, d'pidana dengan pidana

{ penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (cnam) tahun dan atay denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

Yasal 24

Saksi yang tidak memenuhi kelentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana pen;.:
paling lama 3 (tiga) tahun dan atay denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (scratus lima pulul juta rupiah).

BAD 1V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,
DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan
dari perkara lain guna penyclesaian sccepatnya,

Pasal 26
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan
berdasarkan hukum acara pidana yang berloku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, ’

t
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Pasal 27

Dalam Lal ditemukan tindak pidana korupsi Yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk (im gabungan di
bawah koordinasi Jaksa Agung,

Pasal 2§
Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan lentang scluruh harga bendanya dan harty

benda istri atay suami, anak, dan har(a benda sctiap orang atau korporasi yang diketahyi dan atau yang diduga
nempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan lersangka,

Pasal 29

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan dj sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum,
atau hakim berwenang meminty keterangan kepada bank lentang keadaan keuangan lersangka atau (erdakwa,

() Permintaan keterangan kepada bank schagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank
Indoncesia scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(3) Gubernur Bank Indoncsia berkewajiban untuk memenuhi permintaan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dalam waktu sclambat- lambatnya 3 (liga) hari kerja, terhitung scjak dokumen permintaan diterima secara
lengkap.

(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapal meminta kepada bank untuk meblokir rekening simpanan miljx
lersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi,

5) Dalam hal hasil pemceriksaan terhadap tersangka atau t(erdakwa tidak diperoleh bukg yang cukup, atas

permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada  hari itu juga mencabut pemblokiran,

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telckomunikasi, atau ala
innya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang scdang diperiksa,

Pasal 31

) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan
lindak pidana korupsi dilarang menycbut nama atau alamat - pelapor, atay hal-hal Jain yang memberiki:
kemungkinan dapat dikctahuinya identitas pelapor,

Scbelum pemeriksaan dilakukan, larangan schagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi
dan orang lain terscbut,

Pasal 32

Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa saty atau lebih unsur (indak pidana korupsi tidak
terdapat cukup bukti, scdangkan secara hyata telah ada kerugian kcuangan negara, maka penyidik scgera
menyerahkan berkas perkara basl penyidikan (erschut kepada  Jaksa Pengacara Negara un(uk dilakukan
Bugatan perdata atay discrahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan,
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) Putusan bebas dalam perkara tindak pid

ang-korupsil idak menghapuskan Jiak Wntuk-nicauntat kcrugian terhadap
keuangan ncgara,

Pasal 33

Dalam hal lersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada
ugian keuangan negara, maka penyidik scgera menycrahkan berkas perkara hasil penyidikan terscbut kepada

sa Pengacara Negara atau discrahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap
i warisnya, e :

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriskaan dj sidang pengadilan, scdangkan sccara
a telah ada kerugian kcuangan ncgara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara

ng terscbut kepada Jaksa Pengacara Negara atau discrahkan kepada instans yang dirugikan untuk dilakukan
an perdata terhadap ahli warisnya, ‘

Pasal 35

Scliap orang wajib memberi keterangan scbagai saksi atau ahlj,
kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa,

kecuali ayah, ibu, kakck, nenck, saudara

Orang yang dibcbaskan scbagai saksi scbagaimana dimaksud dal

am ayat (1), dapat dipcriksa scbagai saksi
apabila mercka menghendaki dan disclujui sccara tegas olch terd

akwa,

Tanpa persctujuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (2), mercka dapal memberikan keter

angan schagai saksi
tanpa disumpah,

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mercka yang

rut pckerjoan, harkat dan martabat atay jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali pelugas agama
menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia,

%asal 37

erdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakulian tindak pidana korupsi,
Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak mclakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan
crscbut dipergunakan scbagai hal yang menguntungkan baginya,
erdakwa wajib memberikan keterangan tentang scluruh harta bendanya dan harta benda istri al

nak, dan harta benda scliap orang atau korporasi yang diduga mempuny
crsangkutan, .

au suami,
ai_hubungan dengan perkara yang

alam hal terilakwa tidak dapat membuktikan tentang kckayaan yang tidak scimbang dengan penghasilannya
lau sumber penambahan’ kekayaannya, maka keterangan terscbut dapat digunakan untuk memperkuat alat
ukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

alam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ay

at (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum letap
rkewajiban untuk membuktikan dakwaannya,

¢
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Pasul3y

) Dalam hal terdakwa telah dipanggil sccara sah, dan tidak hadir dj sidlang pengadilan lanpa alasan yang sah
maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kchadirm_m_ d.

) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya schelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa,
dan segala kelcrangan saksi dan surat-surat yang  dibacakan dalam sidang schelumnya dianggap schagai
diucapkan dalam sidang yang sckarang,

Putusan yang dijatuhkan lﬁnpa kehadiran terdakwa diumumkan olch penuntut umum pada papan pengumuman
pengadilan, kantor Pemerintah Dacrah, atau diberitahukan kepada kuesanya,

Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas pulusan schagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Dalam hal terdakwa meninggal dunia schelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa
yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntul wmym menctapkan
perampasan barang-barang yang (elah disita,
Penctapan perampasan scbagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding,
Sctiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatubkan
penctapan scbagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam wakiy 30 (tiga pulub) hari terhitung scjak tanggal
pengumuman scbagaimana dimaksud’ dalam ayat (3).
Pasal 39
Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyclidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana
psi yang dilakukan bersama-sama olch orang yang tunduk pada Peradilan Unium dan Peradilan Militer,
Pasal 40
Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka

an scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf ¢ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
lilan Militer tidak dapat diberlakukan, el

e BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41
lasyarakat dapat bcrpcraﬁ serta membantu upaya pencegaban dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
cran scria nmsyarakafrséb_agaimu_nu dimaksud ‘dalam ayat (1) diwujuckan dalam bentuk :
hak nﬁcncar.i, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan (elair terjadi tindak pidana korupsi;
- hak umuk'mcmpcmlcﬁ pelayanan dalam menceari, memperolch dan memberikan informasi nil:mya'dug:um
telah terjadi tindak pidana korupsi kepada pencgak hukum yang menangani perkara (indak pidana

korupsi;

hak menyampaikan saran dan peadapat sceara bertanggung jawab kepada pencgak hukum yang mcnangani
perkara tindak pidana korupsi;

t

A PERUNDANG-UNDANGAN 9


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

o hak untuk mempcerolch jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada pencgak
bukum dalam wakiy paling lama 30 (tiga pulub) hazi;

c.  hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
1) melaksanakan haknya scbagaimana dimaksud dalam huruf g, b, dan ¢;

2) diminta hadir dalam proscs penyclidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan scbagai suksi pelapor,
saksi, alau saksi ‘ahli; scsuai dengan ketentuan peraluran p(':i'umlnng~und;mg;::1 yang berlaku;

3) Masyarakat scbagaimana dimaksud dalam ayat (N mempunyai hak dan tangpung jawab dalam
Upaya meneegah - pemberantasan (indak pidana korupsi;

4) Hak dan tanggung jawab schagaimana dimaksy dalam ayat (2) dan ayal (3) dilaksanakan dengan
- berpegang teguh pada asas-asas afay ketentuan yang diatur dalam peraluran perundang-undangan
yang berlaku dan dengan menaat horma agama dan norma sosjal lainnya;

5) Ketentuan mengenai tata carg pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pem-
berantasan tindak pidana korupsi schagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebin lanjut dengan
Peraturan Pemerintal,

Pasal 42

) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggola amsyarakal yang, telah berjasa membanty upaya pen-

cegahgn, Remberagtasan, atgy pengungkapan tindak pidana Korupsi,

Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebil: lanjut dengan Peraturan
Pemecrintah, -

BAD VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43

Dalam wak(u paling lambat.2 (dua) tahun scjak Undang-undang ini mylaj berlaky, dibentuk Komis; Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, ‘ '

Komisi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai (ugas dan wewenang melakukan koordinasi dan
supervisi, termasuk melakukan penyclidikan, penyidikan, dan penunlutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-thidangan yang berlaku, .

Keanggotaan Komisj scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat,

Ketentuan mengenai pcinbcnlukun, susunan organisasi, (a(n kerja, Pertamggungjawaban, (ugas dan wewenang,
scrta kenaggolaan Komisi scbagaimana dimuaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Undung-und.‘mg.

A PERUNDANG-UNDANGAN | ' 10
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KETENTUAN PENUTYP -
§ |

Pasal 44

Pada saat myla; bcrlakuﬁya Undang-ung

ang ini, ﬁmka Undung~1lndang Nomor 3 T
berantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar

Tahun 1971 ler
an Negara Tahun 1971 N,
958), dinyatakan (idak berlaku,

omor 19, Tambahan Lembar
Os E

1ang Pem.
an Negara Nomor

] Pasal 45
Undang-undnng ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan,
Agar. sctia

b orang mcngr:tzihuinyt
dalam Lembar

a, mcmcrinmhkan Pengundangan Undang-undang ini dengan pencmpatanny;
an Negara Republik Indoncsia, _

Disahkan (; Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONES IA,

(td,
BAC!MRUDDIN Jusur HABIBIE

undangkan di Jakar(a
da langgal .16 Agustus 1999

NTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLVIK_ INDONESM, :

P | . 2 “ lld. A
M ULA D 1

. LEMBARAN NEGAHA REPUBLIK INDONES|A TAHUN 1999 NOMOR 140

l PERUNDANG. UNDANGA N
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o

RENIOLALSIN K
, o oA T AR -
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UMU M

nbangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia scutuhnya dan masyarakal Indoncsia scluruhnya
g adil, makmur, scjahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Unquk mewujudkan
syarakat Indoncsia yang adil, makmur, dan scjahtcra tersebut, perlu seeara lerus-menerus ditingkatkan usaha-usaha
cegahan dan pemberantasan lindak pidana pada umumnya - scria tindak pidana korupsi pada khususnya,

tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat un(uk memberantas korupsi dan
luk penyimpangan lainnya scmakin mceningkat, karcna dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menim-
an kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapal berdampak nada timbulnya krisis dj berbagai
ng. Untuk itn, Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi- perlu semakin ditingkatkas dan diintesifkan
3an (etap menjunjung linggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarikat.
ang-undang ini dimaksudkan untuk men
ak Pidana Korupsi, yang diharapkan
arakat dalam rangka mencegal d
at merugikan keuangan negara a

ggantikan Undang-undnng Nomor 3 Takun 1973 teatang Pemberantasan
mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum
an memberantas sccara lebil clekl sctiap bentuk tindak pidana korupsi yang
tau perckonomian negara pada khususnya scrta masyarakat pada umumnya,

ngan negara yang dimaksud adalah scluruh kek

dipisahkan, termasuk didalamnya scgala bagia

ayaan negara dalam ben(uk apapun, yang dipisahkan atay yang
a ;

n kckayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timhy'

berada dalam penguasaan, pengurusan,

: dan pertanggungjawaban pejabat Negar.
lacrah;

a, baik di tingkat pusat maupun

» Pengurusan, dan perlanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usah.
yang menycrtakan modal n

Cgara, atau pcrusahaan yang

an perjanjian dengan Negara, Sedangkan yang dimaksud dengan
crckonomian Ncgara adalah kchidupan perckonomiun vang disusun scbagai usaha bersama berdasarkan asas
ckeluargaan alaupun usaha masyar: i an pada kebijakan Pemerintah, baik d

yarakal sccara mandiri yang didasark

ngkatl pusal maupun di decarah scsuaj dengan ketentuan craluran  perundang-undan jan yang berlaku yang

gkat p P g P P g-undangan yang yang
ahleraan kepada sclurvh kehidupan masyarakal,

[aat, kqmakmuran, dan kescj

lapat menjangkau berbagai modus operandi
n canggih dan rumit, maka lindak pidana
chingga meliputj perbuatan-perbuatan mem
an hukum" dalam pengertian formil (|
tindak pidana korupsi dapat pula me
akal harus ditunut dan dipidana,

penyimpangan kcuangan ne
yang diatur dalam Und
perkaya diri sendiri
an maleriil. Dengan pery
neahup perbuatan-perbuga

gara alau perckonomian negara yang
ang-undang ini dirumuskan scdemikian
alau orang lain atau suaty korporasi sccara

fmusan (erscbut, pengertian melawan hukum
tan terecla yang menuru perasaan keadilan

.(.
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#{ Palam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan sceara legas scbagai tindak pidana formil. Hal ini
o angat penting untuk penibukti, Dengan fumusan secara forhiil yang diasitdalam Undang-undang ini, meskipun

hasil korupsi (clah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan
tctap dipidana. :

y

;’érkcmlmugan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi scbagai subyck tindak pidana korupsi
vang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971,

valam rangka mencapai tujuan yang lebil cfektil untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi,
Indang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang scbelumnya, yaitu menentukan
meaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebil tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan
iemberatan pidana, Sclain ity Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi
ang tidak dapal membayar pidana tambahan berupa vang  pengganti kerugian negara,

Indang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negerd, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji
au upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakal, Yang dimaksud
lengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang
idak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang cksklusil, termasuk keringanan bea masuk alau pajak
jang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

fal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim
1sabungan yang dikoordinasikan olch Jaksa Agung, scdangkan proscs penyidikan dan penuntulan dilaksanakan sesuai
Llengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan cfisicn
vaktu penanganan tindak pidana korupsi dan sckaligus perlindungan manusia dari lersangka atau terdakwa,

A ; - ' -

Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan (indak pidana korupsi, Undang-undang ini
mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim scsuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat
angsung meminta kelerangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajuk
sl terscbut kepada Gubernur Bank Indonesia.

i
A samping itw, Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian (erbalik vang bersifat terbatas atau berimbang,
akni (crdakwa mempunyai hak untuk membukiikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib
nemberikan kelerangan tentang scluruh harta bendanya dan harta benda st alau suami, anak, dan harta benda

cliap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perlara yang bersangkutan, dan penuntut
mum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya,

{/ndang-undang ini juga memberi kesempatan yang scluas-luasia kepada masyarakat berperan serta untuk membaniy
({'paya penceganan dan pemberantasan tindak pidana korupasi, dan techadap anggota masyarakal yang berperan
erta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan,

{iclain memberikan peran serta masyarakat terscbult, Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi

{'emberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam Jangka wakt..

paling lambat 2 (dua) tahun scjak Undang- undang ini diundangkan. Kcanggotaan Komisi Pemberantas Tindak
idana’ Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Yerdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 3 “Tahun 197) lentang Pemberantasan Tindak
Yidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang ini.

Il PASAL DEMI PASAL

lasal 1
~ Cukup jclas

t
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sl 2

Ayal (1)

Yang dimaksud dengan "sccara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum
dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam
peraturan: perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebul dianggap tercela karena tidak sesual
dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakal, maka perbuatan terscbut
dapat dipidana, Dalam ketentuan ini, kata "dapat" scbelum frasa "merugikan keuangan negara atau
perckonomian negara” menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya

tindak pidana korupsi cukup dengan dipenubinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan
dengan timbulnya akibat,

Ayal (2)

al 3

i 4

l 5

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi
pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana terscbut dilakukan pada waktu negura dalam keadaan
bahaya scsuai dengan undang-undang yang berlaku, pada  waktu terjadi benecana alam nasional, schagai
pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ckonomi dan moneler,

Kata "dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dim ksud dalam Pazal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi
unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perckonomian negara,
lidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana (erschut,

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perckonomian negara hanya merupakan salah satu faktor
yang meringankan,

Cukup jelas

Cukup jelas

Dalam ketentuan ini, frasa "Angkatan Laut atau Angkatan Darat” yang dimuat dalam Pasal 388 KULHP
harus dibaca "Tentara Nasional Indonesia”,

Cukup jelas
Cukup jclas
Cukup jelas

Cukup jelas

t
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Pasal 12

asal 13

asal 14

asal 15

asal 16

isal 17

isal 18

Cukup jelas
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini" adalah baik hukum pidana
materiil maupun hukum pidana formil.

Kelentuan ini merupakan aturan khusus karcna ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak
pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per liga) dari ancaman pidananya.

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidara korupsi yang bersifat transnasional
atau lintas batas teritorial schingga scgala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana
korupsi antar ncgara dapat dicegah sccara optimal dan clektif.

Yang dimaksud dengan "bantuan, kesempatan, sarana, ulau keterangan" dalam ketentuan ini adalah sesuni
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan (cknologi.

Cukup jclas

Ayat (1)

ITuruf a

Cukup jelas

Hurufl b

Cukup jelas

Hurul ¢

Yang dimaksud dengan "penutupan scluruh atau scbagian perusahaan" adalah pencabutan izin usaha atau
penghentian kegiatan untuk sementara waktu scsuai dengan putusan pengadilan,

Hurufl d

Ayal (2)

Cukup jelas

Cukup jclas

Ayal (3)

Cukup jelas

s
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Ayat (1) y
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayal (3)
Apabila keberatan pihak ketiga ditcrima olch hakim sct ‘lah cksckusi, maka nc

gara berkewajiban mengganti
kerugian kepada pihak ketiga scbesar nilag hasil lelang atas barang tersebut

\yal (4)
Cukup jelas

\yat (5)
Cukup jclas

20

\yﬂl (])
Yang dimaksud dengan "pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang
l)crsangkulan, scsuai dengan anggaran dasar, tcrmasuk mercke yang dalam kcnyataannya memiliki kewenan-
gan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualilikasikan scbagai tindak pidana korupsi.

yat (2)
Cukup-clas

vat (3)
Cukup jelas

sat (4)
Cukup jelas

at (5)
Cukup jelas

“at (6)
Cukup jelas

it (7)
Cukup jclas

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup Jelas

¢
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124
Cukup jelas

125
Apabila terdapat 2 (dua) atau Icbih perkara yang olch Undang- undang ditentukan untuk didahulukan
maka mengenai penentuan prioritas perkara terscbut discrahkan pada tiap lembaga yang berwenang di
scliap proses peradilan.
: :
il 26 :
Kewenanvan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk mclakukan penyadapan (wirctaping).
27
Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya”, antara lain tindak pidana korupsi
di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di
bidang moncler dan keuangan yang :
7. bersifat lintas scktroal;
b. dilakukan dengan menggunakan tcknologi canggih atau
g, dilakukan olch tersangka/terdakwa yang berstatus scbagai Penyclenggara Negara scbagaimana diten-
tukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Nepara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepolisme.
al 28 ‘
Cukup jelas
al 29
Ayat (1)
Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan clektivitas penyidikan, penuntutan, pemberantasan tind.
pidana korupsi dengan (ctap memperhatikan koordinasi lintas scktoral dengan Instansi (erkail,
Ayal (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayal (4)

Yang dimaksud dengan "rekening simpanan” adalah dana yang dipcrcayakan olch masyarakat kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposilo, sertifikat deposito, tabungan, dan
alau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (cuslodian) dan penyimpanan barang
alau surat berharga (salc-deposit box). .
Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain
yang diperoleh dari simpanan terschul. )

A:y:u (5)
Cukup jelas .

¢
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Masal 30

Keientuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempereepat
proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk

membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Penpadilan
Negeri.

fsal 31

Ayal (1) I "
Yang dimaksud dengan "pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada
penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 “Tahun 1981 tentang Hukum Acaa Pidana.

Ayat (2)
Cukup jelas

};:sul 32

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "sccara nyata tclah ada erugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang

sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik
yang ditunjuk.

Ayal (2) ) ‘
Yang dimaksud dengan "putusan bebas” adalah putusan pengadilan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

wsal 33

Yang dimaksud dengan "ahli waris" dalam Pasal ini adalah sesual dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

asal 34
Cukup jelas

hsal 35
Cukup jelas v

hsal 36

Yang dimaksud dengan "petugas agama® dalam Pasal ini adalab hanya petugas Agama Katholik yang
dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipereayakan untuk menyimpon rahasia”,

bsal 37 - '
Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kital Undang-undang Hukum Acara Pidana
yang mencntukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa,
Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia Cdak mclakukan (indak pidana korupsi,

¢ Apabila terdakwa dapat membukiikan hal crsebut (dak berarl o tidak terbukti melakukan korupsi,
scbab penuntut umum masih (ctap berkewajiban untuk membukiikan dakwaannya, Ketentuan pasal ini

merupakan pembuktian terbalik yang teibatas, karcna jiksa masih tetap wajib membuktikan dukwaannya.
B
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Pasal 38

Ayal (1)

Ayal (2) :
Cukup jclas

Ayat (3) "

Yang dimaksud dengan "putusan yang diumumkan atau diberitahukan adalah petikan suratl putusan
g g yang p P
pengadilan®,

Ayal (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan pula untuk menyclamatkan kckayaan negara.

Ayal (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik, Batasan waktu

30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya cksckusi terhadap barang-barang yang
memang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan” adalah kcwcnnng,nn Jaksa Agung scsuai dengan ketentuan
schagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1991 tenlang Kejoksaan,

Pasal 40
Cukup jclas

. Masal 41

Ayal (1)

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mcningkatkan clcklivitas pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi.

Ayal (2)

Furul a
Cukup jelas
Hurul b
Cukup jelas )
Hurul ¢
Cukup jelas
Hurul d
Cukup jelas

t
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